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BUPATTI SAMBAS 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATT SAMBAS 

NOMOR T TAHUN 2015 

TENTANG 

KEWENANGAN PINJAMAN/UTANG 

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUDJ 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT SAMBAS, 

Menimbang a bahwa Sadan Laryanan Urum Deerah da pat 
melakukan pinjaman / utang sehubungan dengan 
kegiatan operas.ion.al; 

Mengingat 

b bahwa berdasarkan ketentuan pas.al 88 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tehis Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum paerah, 
disebutkan kewenangan perikatan pinjaman 
diatur denga Peraturan Kepala Daerah; 

c bahwa berdasark.an pertimbangan sebagairman.a 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, per{u 
menetapk.an Peraturan Bupati tentang 
Kewenagan Pinjaman/U'tang pada Badan 
Layanan Urum Dacra.h (BLUD) Rumah Sakit 
Umum Daerah Samba 

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undag- Undang Darurat Noor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat 
ff di Kalimantasn (Lembaran Negara Re publike 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tmbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 
se bagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Taba.han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 18204 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahu 2003 tentang 
Keuangau Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 
4286j; 

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendahara.an Negara (Lerbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun Nomar 4355; 

4. Undang-Undang Nomor I5 Tahun 2004 tentang 
Pererikesassn Pegelolaa.n daen fnggungia wab 
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
44001 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
kesehatan (Lembars Negara Republike Indonesia 
Tahun 2009 Nomor I44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noror 5063) 

6. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 ten tang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5072), 

7. Undang Undang Noror 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintahan Daerah ( Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2014 Norr 244, Tmbaha 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 5587) 
scbeagairman.a telah diubah dengan Peraturan 
Pemerinta.h Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang 
Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2014 Noror 246, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55894, 

8. Peraturan Pererintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Larya.nan 
Urum (Lembare lieger Republile Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Lembaran Negara 
Re publik Indonesia Noror 4502; 

9. Peraturan Pererintah Normor 30 Tahun 20I1 
tentarg Pijaman Daera.h ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Thrun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219 

- 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeni No@nor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, scbagairman.a telah dua kadi diubah dan 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Noenor 21 Tahu 2011 tentang perubahan kedua 
Ataus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dacrah ( Berita Negara Re publik 
Indonesia Tahun 20011 No@nor 310; 

f peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan 
Keuangan Badan Larya.nun Lmumn Daerah; 

l2 peaturan Daerah Kabupaten Sambas Nomoe 9 
faun 2008 tentang Pembentukan Susun.an 
Organisesi dan Tata Kerja Perangkat Daera.h 
Kabupaten Sambas (Lem.baran Daerah fun 
2008 Nomor 

MEMUTUSKAN: 
Menetaplean PERA TU'RAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN 

PINJAMAN/UTANG PADA BADAN LAYANAN 
UM'UM DAERAH (BLUD} RUMAH SAIT UMUM 
DAERAH SAMBAS. 

BAS I 
KETENTUAN UMUM 

Pal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirak.sud dengant 
l. Daerah adadah Kabupaten Sambas; 
2 permerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas; 
3. Bupati adalah Bupati Sambas; 
4, Sekretaris Daerah adadah Sekretaris Daerah Kabupaten Samba 
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD 

adalah Ruma.h Sakit Umum Dacrah Sambas; 
6. Direktur adalah Direktur Rurnah Sakit Umum Sambas 
7Pejabat Pergelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 

ppKD adalah Kepala Badan/Dines/ Biro Keuangan/ Bagan 
keuangan yang meriliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah dan bertindak scbegad Benda hara Umum Daerah; 

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah satuan Kerj Perangkat Daerah di ingkungan Pemerintah 
Kabupaten Dam bas yang meneraplan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Urun Daera.h dan dibentuk untuk remberikan 
pelayanan kepada masya.ralat berupa penyediaan barang dan/atat 
Jasa yang dual tanpa mengutaura.an mnencari keuntungan, dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas; 

9. Piejaman atau Utang pada BLUD yang sclanjutnya disebut Pinjaman 
adala.h sermua transaksi yang mengalibatkan BLUD nenerima 
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari piha.k 



lain sehingga BLUD terse but dibebani kewajiban untuk membaya.r 
kembali; 

10. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman dengan jangka wal tu 
kurang atau sama dengan satu ta bun, 

IL. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman dengan jangka waktu 
le bih dari satu ta bun, 

12. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA 
adala.h dokumen perencanaan bisnis dan pengang@garan ta hunan 
yang berisi program, kegiatan, tanget kinerja dan angsaran BLAD 

BAR II 
PRINSIP UM UM PINJAMAN/UTANG PADA BLUD 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

Baian Kesa tu 
Pinjamaa/Utan.g 

Pad 2 
(I)BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dapat melakukan 

pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasion.al da/ata 
perikatan pinja.man dengan pihake lain 

(2) Pinja.man /Utang BLUD Sebagaimana dimaksud ayat (I) dikelola dan 
diselesaikan ecara tertib, efiien, ekonois, transparan d.an 
bertangsung jawabsesuai dengan praktek bisnis yang sehat. 

(3) Pinjaman/ Utang sebegairmana diraksud pada ayat (I), dapat berupa 
pinjaman/ utang jangka pendek atau pinjaman/utang janga 
panjang 

(4) Peranfaatan pinjaman/ tang yang berasal dari perikatan pinjaman 
jangka pendek hanya untuk biaya operosional termasuk keperluan 
menutup difisit kas 

(5) femanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman 
jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi / modal. 

(6) Pinjaman /Utang jangka panjang sebegimana dimaksuad pada aya' 
(3] terle bih dahulu wa jib mendapat persetujaan Bupati 

Pad 3 
(I)BLUD RSUD dilarang memberikan jaminan at.as pinjaran/ utang 

pihake lain 
(2) Pendapatan BLUD RSUD dan/atu barag milik Daerah tidak boleh 

dijadikan jaminan pinjaman/ utang pad.a BLUD RSUD 
(3) Pendapatan BLUD RSUD dan/ atau barang milike BLUD RSUD ida.k 

boleh dijadikan jarinan pinjamnan Daerah 

BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari: 

a. Lembaga Keuangan Bank yang berbadan huk urn Indonesia dan 
mempunvai terpeat kedudukan dalam wilaya.h Negara Republik 
Indonesia; dan/atau 

b. Lembaga Keuangan bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia 
dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia 



Paal 5 
(I) Pinjama dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang 

berdasarkan rilai pinjaman 
(2) Nilai pinjaran kurang dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta 

Rupiah) dilakukan Dircktur. 
(3 Nilai pinjaman dari Ry. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) 

sampai dengan p. L.000.000.00O (Satu milyar Rupiah) mengetahu 
Sekretaris Daerah. 

(4) Nilai pinjaman diatas Rp. L.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) 
mengetahui Bupati. 

Bain le du. 
Pen bayarn 

(Pembayaran kembali pinjaman sec bagar.ana dimakesud dalam pasad 
2ayat (I) merupakan tanggung jawab BLUD RSUD 

(2) Tatacara pembeayaran kembali pinjaman dan penagihan diatur 
berdascrkan perjanjian kerjasara ant.aura pi.hake BLUD 9up dan 
pemberi pinjamnan 

(3) Mak tagih atas utang BLUD RSUD mnenjadi kedaluwarsa stelah S 
(lira tahuan sjak utang terse but jatuh tempo, kecuali ditetapk.an 
lain oleh undang-undang 

(4) Jatuh tempo sebagaimana dimakud pada ayat (2), dihitung seja 
anggal Januari tahun berikutnya 

BAB III 
PERSYARATAN UMUM PINJAMLAN PADA BLUD 

RUMAN SAKIT UM'UM DAERAH SAMBAS 

Bagi Kesa tu 
Pijaran jag pendee 

Pal T 
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjamnan ja.ng.a 
pendek adalah sebegad berikeut: 
a. Kegiatan yang aka dibiayai dari pinjaman jangka pendeke telah 

dianggarkan dalam RBA tahun bersangkutan; dan 
b. Kegiatan sebagairman.a dirak.sud pada huruf a merupa.kan ega tan 

yang bersifat mendesak dan tidak da pat ditunda 

agin le du 
Pinjaman Jangla Panjang 

Pal 8 
Dalam had BLUD RSUD akan melakukan pinjaman jangka panjang, 
BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan scbegad berikeut 
a. Jurlah sisa pinjaman BLUD RSUD ditam bah jumlah pinjaman yang 

akan ditarik tidak me-ebihi 75% (tujuh puluh lira perseratus) dari 
jumlah pendapatan BL.Up SUD yang diperoleh dari jasa layanan 
tahun sebelumnya; dan 

b. Tidak mempunyai turggakan atas pengem balian pinjaman. 



BAB IV 
PROSEDUR PINJAMAN 

Bagi Kesatu 
Prosedu Pijaran Jangle Pendek 

Paa 9 
(lDirektur mengajukan usulan pinjaman kepada caloin pemberi 

pinja.man. 
(2 Caloin pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usualan pinjaman 

se bagairmana dimaksud pada ayat(I 
(3 Pinjaman jangka pendek dilakukan dergan perjanjian pinjaran yang 

ditandatangani oleh Direketur dan pemberi pinjaman, dengan 
memperhatikan persyaratan yang tidak memberatkan BLUD SUD 
se bagai penerima pinjaman 

Bai Kedu 
Prose dur Pinjmn Jangle Panjang 

Pasal IO 
(l) BLUD RSUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui 

ppgp dengan menyampeikaen sekurang-kurangnya dolumen sebeaga 
berikut 

a. Kerangka Acuan; 
b. RBA Tahun berjalan; 
e. Perhitungan tentang kemampuan BLUD RSUD dalarm memenuhi 

kewajiban pembayaran kembali pinjaran; 
d. Rencana Keuangan (Financing Plaen) pinjaman yang akan 

diusulkan. 
(2 ppKD memberikan pertimbangan atas rencana pinjaman 

se bagaimana diraksud pada ayat (I). 
(3] Dalam had Bupati telah memberikan peretjuan, BLUD RSUD 

mengajukan usualan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman. 
(4) Calon pemberi pinjaman melakukan penelitian atas usulan 

pinjaman sebeagairman.a dimake.sud pada aryat (IJ. 
(54 Pinjaman BLUD RSUD dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang 

ditandatangani oleh Direktur dan pemberi pinjaran 

BAB V 
PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN BLUD 
RUMAN SAKIT UM'UM DAERAH SAMBAS 

Paa I 
(l) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah 

Jatuh tempo 
(2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bung.a dan 

pokok se panjang tidak elebihi nilai ambang batas yang tclah 
ditetapkan dalam RBA 

(3 Pelarnpauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat [2) diusulk.an dala RBA perubaha.n 



(4) Dalam had pembayaura bunga dan cieilan pokok utang yang jatu.h 
tempo melebihi anggaran yang tersedia dala RBA-perubahan, 
Direktur dapat melaukan pelampauan pembayaran d.an 
melaporkannya dalarm laporan keuangan kepada Dupati meladud 
ppKD 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 20I5 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
eraturan Bupati ini dengan penempotannya dalam Derita Daerah 
Ka bu paten Sambas 

Ditetaplan di Sambas 
pad.a tang9gal 7 April 2015 

UPATT SAMBAS, 

TTD 

JULIAR'TT DJUHARDI ALWI 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 7 April 2015 
8EKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR T 

ANG-UNDANGAN, 

Pembina (IV/al 
NIP. 19640112 200003 1 00.3 


